
hdonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17508 
buah pulau besar dan kecil mempunyai pmjang garis pantai sekitar 81.000 km 
(Soegiarto, 1984). Sebagtan daerah tersebut d i t u m b ~  hutan mangrove dmgan 
lebar beberapa meter sampai beberapa kilometer. Dipmdang &an segi luas 
areal, hutan mangrove cb hdonesia adalah yang terluas di dmia (FAO, 1982). 

Pentingnya keberadaan hutan mangrove di daerah p~sisir  sudah diyakini 
secara luas di Indonesia, namun manajemen dan pemanfaatan hutan mangrove 
tersebut saat ini belunl didasarkan pa& data dasar yang komprehensif dan 
surnberdaya mangrove tersebut, sehi bmyak hutan mangrove yang 
terdwgadasi bahkan hilang sama sekali (Soemodihardjo &n Soerianwgxa, 
1989). Oleh karma itu, kurangnya data dan pengetahuan ma~genai ekosistem 
mangove mempabn masalah utama yang penting di hdonesia (Soega~to, 
1984). 

Banyak hasil penelitial~ menmj bahwa ekosistem mangrove 
mempmyai produktivitas yang c u h p  t i n e .  Sumberdaya mangrove tidak 
hanya menyediakan berbagai jenis prod& , tetapi jugs berperm sebagai 
habitat berbagai jenis fauna baik fauna terestris maupun fauna akuatik. 

U~ltuk negara-negara berkembang (urn ya di he rah  tropika, tema- 
suk Indonesia), hutan mangrove m e m p a h ~  salah satu sumberdaya penting b a g  
modal pembangunan untuk mkningkatkan taraf hidup rnasyarakat melalui 
k q a t a n  eksploitasi h dan peramya sebagai pengendali halitas iingkungan 
antara daratan dan lautan (daerah pesisir). Karena keterwl.ltmpn manusia 
terhadap sumberdaya mangrove tersebut, maka hutan mangrove harus dikelola 
secara rasional berdasarkan prinsip-prinsip keseimbmgn antara kelestarian 
hasil dan keiestarian fungi  ekologis ekosistemnya. 



Pengaturan penebangan hutan mangrove untuk pertama kalinya 
dilakukan oleh Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat melal~~i Surat Peri~~tah 
No. 6 6 9 1 ~  tanggal 7 Januari 1993. Berdasarkan surat perintah ini dilarang 
menebang mangrove pada lahan hutan sejauh 5 3 krn dari desa. Hal ini 
&la untuk mengontrol populasi nyamuk malaria. Selanjutrlya peraturan 
yang menymgkut petmjuk silviMtur mangrove dikeluarkan pada t a n s a l  1 Juli 
1938 melaltu peraturan (Surat Penintah) No. 13062/465/8W oleh Jawatan 
Kehutanan. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan hutan 
mangrove & Cilacap, Jawa T 

Menurut peraturan tersebut, hutan mangrove hams dibag ke dalam tiga 
ulrlayah manajemen, yaitu : 
1 .  Hutan produksi mangrove, dengin Rhizophora merupakan jenis dominan. 

D areal hutan ini diberlakukan sistem tebang habis dengan m e n i n ~ l k a n  
60 sarnpai 100 pohon induk yang berdiameter 2 20 cm per hektar. 

2. Hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi kayu 
3 .  Hutan lindung sepanjang garis pantai dan p inmr  sunsai, dengan Avicennia 

dan asosiasinya sebagai jmis utama. 

Pada t a b  1952, Versteegh memperkenalkan wordsing plan untuk 
mangrove di Bengkalis, Riau dengan menggunakan suatu sistem yang 

disebut area mthc~ri. Berdasarbn metode ini, S~MUS tebang diatur 30 tahun 
dmgan mePungga1.b 64 pohon induk (Miling pohon 45 cm) per hektar yang 
tersebar rnerata di selunzh areal hutan bekas tebangan. Dalam metode ini, hutan 
mangrove (dibagi ke dalam sub-blok - sub-blok) dianjurkan untuk ditebang 
setiap tahun. Tetapi, metode ini tidak bsnyak p w ~ r u h n y a  sampai akhr  tahun 
1970-an. 

Pa& tahlln 1956 Lmbaga 'Penelitian Hutan mmgeluarkan surat 
rekomendasi No. 285442 tanggal 30 Juni 1956 yang menganjurkan sistem 
silvikultur yang h e b u t  Standar Clear-Czrtting System. 

Tahun 1972 Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Direktorat 
Jenderal Kehutanan ~nerekomendasikan sistem silvlkultur tklodz$ed Clear- 
Czttfing System atau disebut juga Sfripwise-Selective-Felling System 
Wiroatmodjo dan Judi, 1979; Kusmana, 199 1) 

Beberapa rekomendasi penting dari sistem silvihltur ini adalah : 
1. Dilarang mengadakan aktivitas loggng di areal hutan selebar 50 m dari garis 

pantai atau 10 m sepanjang pinggir sungai. 



2. Logging han ya dibol pada jalur selebar 50 m dengan posisi tegak lurus 
garis pantai. Sernentara itu jalur selebar 20 rn dianbra jalur yang ditebmg 
tidak boleh digatlggu, karma fungsinya sebagai penghasil bijihuah untuk 
menjamin regenerasi a1 

3. Penebangan hanya dila terhadap pohon-pohon berdiameter 7 an ke 
atas di dalam jalur tebangan. 

4. Bila ketersediaan pernudam alam di areal hutan tidak cukup, maka harus 
d i l a k u h  penanaman perkayaan dengan jarak tanam 2 m x 3 m. 

5 .  Lag hams dangkut dengan rakit, boat dm kanal; dan 
6. Rotasi tebang ditetapkan selarna 20 tahun. 

Sis'rem silvikultur ini diprakekan oleh para WII, walaupm secara 
formal tidak pemah tertuang &darn suatu peraturan yang resmi. 

2. Sistem s. i lv ikdtw hutan mwrove I978 - sstkarang 

Pada tahun 1978 Direktorat Jmderal K 
Keputusan No. 60KptsI-D111978 tentang P 
Mangrove. Berdasarkan sistern silvlkultur 
dikelola dengin Sistem Pohon hduk (Seed - Tree Metho4 . Secara garis besar, 
sistern tersebut adalah sebagai berikut : 
I .  Rotasi tebang adalah 30 tahun. Areal kerja &lam satu Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) dibag kedalarn 100 ha blok tebangan dm setiap blok 
tebangan dibagi lag kedalam TO sampai 50 ha petak tebang. Rotasi tebangan 
dapat dimodifikasi oleh pernwng konsesi yang didasarkan pa& kondisi 
habitat, keadaan ekolog dan tujuan pengeldaan hutan setelah rnendapat 
persetujuan dan Di rektorat Jmderal Kehutanm. 

2. Sebelum penebangan, pohon-pohon &lam blok tersebut ham diKlvGntarisasi 
denl.~jm mensunakan systematic strip santpfing dengan sebuah jalur selebar 
10 rn dm jarak antara rii~tisan jalur iebih kurang 200 rn. Inventarisasi harus 
dilakukan oleh pihak pemegang konsesi. Berdasarkan hasil inventarisasi 
tersebut, Direktorat Jenderal Kehutanan akan rnenetapkan a p a m  hutan 
tersehut layak untuk ditebang atau tidak. Bila hutan tersebut layak wtuk 
ditebang, maka Direktorat Jenderal Kehutanan akan menentukan Annual 
Allowable Cut (AAC). 

3 .  Pohon-pollon yang ditebang hams mempunyai diameter sekurang-kurangnya 
10 crn pada ketinggan 20 cm di atas akar tunjang atau setingg dada. Manya 
kampak, parang, dan gergaji mekanik digunakan urrtuk menebang pohon. 

4. Penebangan dilakukan dengan me~nggalkan 40 batang pohon induk tiap 
h e h r ,  atau dengan jarak antara pohon rata-rata 17 m. Diameter pohoi~ 
induk adalah > 20 cm di atas pangkal banir bag jenis BnlgztePin spp. dan 
Ceriops spp, atau di atas pangkal akar tunjang yang teratas b a g  &izophorn 



spp. Pa& m u r  15 - 20 tahun setefafi penebmgan dila penjarangan 
sampai hutan tersebut benunur 30 tahun. 

5. Pengeluaran kayu &ri dalam hutan dilakukan dengan perahu melalui sungai, 
alur air atau parit. Pengeluaran Kayu ini &pat juga dilakukan dengan lori 
lnelalui jalan rel. Parit dibuat selebar 1,5 m dmgan jarak satu sarna lain I 
200 m. 

6. Luas ternpat penimbunan kayu termasuk tempat pmbakaran arang dibatasi 
0,l ha tiap 10 ha areal pmebmgan. 

7. Wilayah yang pemudamya rusak seperti bekas ternpat penebangan pohon, 
kri-kanm parit, bekas jalan rel, dan b e h s  ternpat penimbunan kayu hams 
ditmaani jenis Wzophoraceae. 

8. Membuat jalur hijau (green Be&) selebar bra-bra 50 m di sepanjang tepi 
pantai, dan 10 m di sepanjang tepi smgai, saluran air dan jalan-jalan utama. 

Sehubungan dengm jalur hijau mangrove, pada tahm 1990 Direktorat 
Jenderal Pengusahaan 
Edaran No. 507M-BP 
yang mmetapkan lebar jalur hijau 200 rn di sepanjang galls $an 50 m di 
sepanjang pinggir sungti. 

Saat ini, berdasarkan hasil studi di Sungai Saleh, Surnatera 
Selatan, Soerianeggra ef al. (1986) rnenyar lebar jalur hijau mangrove 
sebesar 130 x kisaran pasang surut mahimurn. Hasif penelitian ini tertuang 
dalam PP No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolam Kawasan Lindung. 

P e ~ l g e m b q m  sistem s 2 a d *  pohon hduk d m  dterna6finya 

Ada empat ha1 yang seyogymya dikembangkan di dalarn penerapan 
sistem pohon induk di hutan mangrove, yaitu : 
i Pohon ~nduk sebaiknya tidak ditinmikan secara soliter, tetapi- hams 

tersebar rnerata dalarn bentuk koloni yang terdiri atas 2 atau lebih indiwdu 
pohon, karena kekuatan berdirinya pohon mangrove s m g t  bergantung pada 
kekuatan saling ikat rnengikat sistern perakaramya yang kedalamamya 
jarang lebih dari 1,5 meter. 

2. Sistern tebang habis tidak boieh dilakukan walaupun ketersediaan sernai 
sebanyak 2500 btha atau lebih. Hasil penelitian De Lame el al. (1 983) di 
hutan mangrove di Australia rnenunujukan bahwa sistem tebang habis di 
hutan mangrove mmyebabkan pmuman potensial redoks tanah dan 
p&n&atan konsentrasi sulfida pada endapan, sehingga kondisi illl menjadi 
racun bag tumbuhan (penurunan produktivitas hutan pada rotasi tebang 
berikuttlya). 



3. Untuk t u j m  yang bersifat konsewatif, Ilebar jalur hijau mangrove 
narnpaknya perlu dikaji lag. Walaupun lebar jalur hijau tersebut sudah 
direkommdasikm selebar 130 x selisih pasang surut tertingg, narnun 
pelaksanaannya secara luas dl hdonesia perlu disesua~kan dmgan kondisl 
seternpat. 

4 Penjarangm seyogyanya dil pa& umur 10 sampal 15 tahun setelah 
penebangan, dimana ketersediaan p a n a g  umumya cukup tlngpi Menumt 
Kusmana et al. (1991), laju kematian alabat persalngan antar ~nd~vldu 
pohon di hutan mangrove cukup tin= pada pemudaan tingkat p a n m g  

2. Sistem sgvikultcar altematjif di h u h  mangseve 

Berdasarb  f a h  1 lapangan, perm alam hutan mangrove 
(seperti di Kalirnmtm Timur) kerapatannya cukup tin=. Oleh karma itu, 
salah satu sistem sitvikultur altema~f yang cukup rasional di hutan mangrove 
adalah Tebang Jaiur dengan Pemudaan Aarn (TPA). Sistem silvlkultur ini 
seyogyanya diterapkan di hutan mangrove d m p  kondisi : (1) pohon induk 
tidak rnarnpu berdiri tegak secara soliter akibat adanya pembukaan yang tidak 
terkendali karma penebangan yang tertalu intensif; dm (2) hutan mangrove yang 
rawang @otensial kayu berdiameter 20 cm ke atas< 20 m3 per ha). 

Dalarn sistem TJPA ini penhagan hanya dilakukan terhadap pohon- 
pohon berdiarneter 10 cm ke atas dan semua jenis di &lam jalur dengan lebar 
tertcsntu. Dalam hal ini, Gvilayah keja dibagi kedalarn 30 jalur tebans dirnana 

ut dibuat pa& posisi tePtentu terhadap arah datangnya pasang. 
ke &lam jalur-jaiur ini hams sudah memperhtm&an areal 

untuk konservasi, petak ukur pemanen dan buffer zone. 
Jalur ditebang secara berselang-sel* dimma setiap tahun ditebang 

satu jalur. SiMus ma dan kedua maskg-masing diselesaikan dalarn 
waktu 15 tahun, s siklus tebang keseluruhm diselesaikan sehtar 30 
tahw. A&pm t m d a h  pemeliharaan areal hutan bekas tebangan dapat 
memjuk pada Sistem Pohon Induk yang berlah saat ini. 

Untuk rnengetahui dampak penerapan sistem TJPA terhahp ekoststem 
secara koqrehensif hams dilakukan penelitian dengn rnmgrnbil 
utarna mmgenai lebar jalur tebang dan posisi jalur tersebut terhadap 

arah datanpnya pasang yang bewariasi. Diharaph  penelitian ini dapat 
mernberikan infomasl mengmai lebar dan posisi Jalur yang tepat. 

Pemerintah Republik Indonesia (c.q. D q a r t m m  Mehutanm) melalui 
Surat Keputusan Menteri 'Kehutanan No. 252Kpts-W93 tanggal 29 April 1993 
telah rnenetapkan Kriteria dan Zndikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam 



Secara Lestan. Selanjutnya pa& tanggal 30 Septmber 1993 telah dikeluarkan 
Surat Kepueusan Menteri I( an Nornor 576e t s -W93 tentang Kritena d m  
lndikator Penge1olaan H duksi Alam Indonesia Secara Lestari, yaknl 
membah Pasal 3 Ayat (3) rnmgenai indikator aspek konservasi. 

Berdasarkan surat keputusan tersebut, knteria pagelolaan hutan 
produksi alam secara lestari hams meliputi lima aspek, yaitu . 
( 1 ) Aspek surnberdaya h 
(2) Asgek Wesarian h 
(3) Aspek konservasi 
(4) Aspek soslal ekonomi 
(5) Aspek institusi 

Khusus mtuk aspek surnberdaya hutan, indikator yang digmakan 
adalah : 
(1) Areal hutan telah di n dadatau ditetapkan 
(2) Hutan tdah dila 
(3) Kemekaragaman j a i s  dalarn kawasan hutan terjarnin telah tenwahli 

Kriteria dan indikator tersebut seperti halnya ditetapkan pula oleh 
International Trade Timber Organization (ITTO) (ITTO. 19921, disampi~lg 
ditentukan level pagelolaan hutan pada tingkat nasional (SK Ndenteri 
Kehutman No. 252/Kpts-W93) perlu Juga ditentukan level pengelolaan hutan 
tingkat manajemen unit sebagai pajabarannya. Untuk maetapkan Kriteria dan 
Indikator Pagelolaan Eiutan Produksi AIam Secara Lestari pada tingkat 
manajema unit, pa& tanggal 12 Oktober 1993 dikeluarkan SK Menteri 
Kehutanan No. 6 1 O/Kpts-TV11993. Menurut SK Menteri Kehutanan tersebut, 
knteria dan indikator pmgelolaan hutan produksi alam secara lestari tinpkat 
manajemm unit hams meliputi lima aspek, yaitu : 
( 1 ) Kepastian dan keamanan sumberdaya hutan 
(2 )  Kontinuitas produksi 
(3) Konservasi 
(4) Sosial ekonomi 
( 5 )  Instltusi 

Mhusus mtuk aspek kepastian dan keamanan sumberdaya hutan, 
indikator yang digmakan adalah : 
( 1 ) Kepastian kawasan 
(2) Kepastian potensi 

Untuk menjamin kemudahan dalam pelaksanaan dan pengawasan 
implementasi SK Menteri Kehutanan No. 6 10Kpts-IVl1993, pada t a n ~ a l  14 
Desember 1993 dikeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 208/Kpts/rV-Set11993 



tentang Petmjuk Teknis Pelahanam Kriteri 
Produksi Al 
SK k t e r i  
sumberdaya hutan, i 
Tab J I. 

Trabel 1. Indikator dm tolok ukur kepastian dan ke 
pada tingkat mmajemen unit NPH 

1. Kepastian Kawasan 
1.1.Telah dicadangtran sebagai unit IIPH 1.1.1. Ada surat pmadangan areal HPH. 
1.2. Telah ditata batas 1.2.1. Ada berita acara pemancangan baias. 

1.3.1. Ada pal-pal batas terlihat jelas di la- 

sebagai Areal IIPW 1.4.1. Ada SK 

2.1.1. Ada potret udara hitarn-p&ih, pan- 
chrornatic/IR skaia 1 : 20.000 yang 
menca* s e l d  areal kerja. 

seluruh areal ke ja. 

selnruh areal keja. 

pta penafsiran vegetasi, dan peta 
penafsiran garis bentuk 

Dalarn ran& rnencapai pengelolaan hutan mangrove secara lestari, 
sesuai dmgan k r i t e ~ a  dan indikator sebagaimana t e l h  dikernhkan di mula, 
perlu difomulasikan langkah-lmgkah stratws pengelolaan surnberdaya hutan 
manprove yang bersifat komprehensif, baik pada tingkat nasional maupm pada 
tingkat unit manajemm. 



1. Pengeiolaan sumberdaya hutan mangrove pada tingkat nasional 

a. Penetapan tata guna lahm hutm mangrove ymg tegas d m  terukur pada 
tingkat nasional 

Tata Guna Hutan Mangrove ini hams dilakukan dengan prinsip opthalisasi 
antara fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomis dengan mempertirnbang- 
kan undang-unhheraturan yang ada seperti UU No. 24 Tahun 1992 
tentang Penataan Ruang, KEPPRES No. 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung dan lain-lain yang terkait. 

b. Penetapm dan pengukuhan kawasan hutan mangrove 

Kegiatan ini sangat penting untuk memperoleh kepastian 
p e m b k a n  kawasan hutan yang telah diukur dan ditata batas yang jelas di 
lapangan sesuai dengan proyeksi tata batas &lam peta. 

c. Pelaiksanaan inventarisasi sumberdaya hutan baik aspek biofisik maupun 
aspek sosid ekonomis 

Kegiatan ini perlu dilakukan secara menyelumh pada luasan hutan 
untuk mendapatkan kondisi hu 
a kegiatan inventarisasi 

jelas mengenai ragam j 
tantangan yang akan cfihadapi dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan mangrove. Dari data darn infomasi tersebut akan dapat 
ditentukan prioritas altematif pengelolam hutan mangrove yang rasionaf. 

2. Pengelolaan sumberdaya hutan mangrove pada tingkat unit mmajernen 
hut= 

a. Pelaksmaan penatam batas kawasm hutan y m g  tegas d m  jelas 

batas ti& hanya dlakukan untuk kawasan hutan saja, tetapi juga 
wtuk batas-batas bloklpetak kerja, kawasan konservasi (jalur hijau 
mangrove, petak plasma nutfah), plot ukur permanen, tegakan benih, dan 
lain-lain yang &rasakan perlu sesuai dengan kondisi setempat. Pal-pal batas 
di lapangan hams dapat chtelusuri secara jelas. Pada dasamya, penataan 
batas yang tegas hams dilaksanakan untuk kepentingan pembagim unit 
manajemen produksi maupun unit pewilayahan kngsi hutan. 



b. Pelaksanam inventarisasi sumberdaya hayati d m  fisik hut= mangrove 
yang komprehensip ddm kawasm hutan ymg dikelola 

U n a  menunjang kegiatan hi perushaan-pemsahaan pemegang N[PH hams 
melakukan pemotretan seluruh kawasan hutan yang dikelofanya. 
Berdasarkm hasil potret udara tersebut, dibuat peta penafsiran vegetasi dan 
topografi (Skala 1 : 25.000) yang merup media &ar mtuk p e m w  
dan pernbukaan wilayah hutan serta penenturn altematif pengabran 
kelestarian hasil. 

e. Pelaksmaan penelitim ymg menunjmg pengelolaan sumberdaya hut= 
mangrove secara lestari 

Dalam ha1 ini, para pernegang EPH hams rnelakukan penelitian-penelitian 
yang terarah yang dituangkan secara be dalm rencana Karya 
Tahunan (RKT) yang mliputi aspek perenc hutan, pembinaan hutan, 
pemdaatan hai l  hutan dan konservasi smberdaya hutan sebagai bahan 
masukan untuk menunjang pengelolaan hutan mangrove secara lestari. 


